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enelitian ini bertujuan untuk menguji pasokan material 
sanitasi di daerah dengan kepadatan yang masih rendah 
di Provinsi Nusa Tenggata Timur, Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan analisis rantai nilai (value-chain) 

dan uji strategi untuk meningkatkan pasokan produk sanitasi 
yang terjangkau. Penelitian ini dilakukan di dua kabupaten di 
Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni kabupaten Timor Tengah 
Utara (TTU) dan kabupaten Manggarai Timur (MT) (Gambar 1). 
Penelitian ini dilakukan oleh Institute for Sustainable Futures, 
University of Technology Sydney dengan Universitas Gadjah 
Mada bekerjasama dengan Plan Indonesia.

Pertanyaan dalam penelitian ini muncul dari praktek yang ada di 
lembaga pembangunan saat ini yang mencoba untuk mendukung 
pengembangan dari rantai pasokan untuk produk sanitasi di 
daerah pedesaan. Keprihatinan muncul mengenai bagaimana 
kepadatan penduduk yang rendah dan tantangan geografis yang 
sulit akan mempengaruhi  efektifitas pendekatan berbasis pasar 
(market-based approaches) dalam meningkatkan akses ke produk 
dan jasa. Hal ini yang mendorong untuk melakukan penelitian 
tentang biaya aktual sepanjang rantai pasokan (supply chain) dan 
untuk menambah pemahaman yang lebih baik tentang biaya dan 

P

Rangkuman ini menyajikan temuan-temuan 
pokok dari penelitian tentang rantai-nilai 
sanitasi di dua kabupaten di Indonesia 
timur yang dimaksudkan untuk memahami 
kemungkinan solusi-solusi berbasis pasar  
di kawasan jarang penduduk.

GAMBAR 1 Lokasi penelitian

I N D O N E S I A

Timor Tengah Utara

Manggarai Timur
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logistik yang mencakup adanya perbedaan 
jarak lokasi pedesaan.

Tujuan dan Metodologi Penelitian
Penelitian ini bertujuan: (i) untuk menganalisis 
kelayakan dari solusi berbasis pasar untuk 
produk sanitasi di daerah dengan kepadatan 
rendah, meliputi dampak dari jarak dan biaya 
transportasi; (ii) untuk memetakan dan 
menghubungkan antara biaya pembuatan 
toilet dengan kemiskinan, toilet dan dimensi 
sosio-demografis lainnya di wilayah terpencil, 
daerah pedesaan; (iii) untuk mengidentifikasi 
strategi yang dapat mendukung kerjangkauan, 
produk dapat menjangkau masyarakat miskin 
di daerah terpencil, dengan fokus utama pada 
kondisi kondusif untuk pengembangan usaha 
yang berpihak pada orang miskin (pro-poor).

Metode penelitian ini didasarkan pada analisis 
rantai nilai, dilatarbelakangi dari biaya material 
untuk membangun toilet di rumah tangga di 
tiga desa di setiap kecamatan wilayah TTU 
dan MT. Untuk bahan material  eksternal 
seperti semen, dudukan toilet, besi dan 
seng tergantung harga yang mengikuti alur  
rantai nilai, yakni toko material lokal, toko di 
kabupaten ke provinsi, dan dari distributor ke 
produsen. Penelitian ini menganggap harga 
dan ketersediaan material bersumber dari 
lokal. Untuk tujuan analisis, tiga model toilet 
digunakan (Gambar 2). Model 1 merupakan 
toilet dengan lubang berjajar dengan struktur 
atas dibangun dari bahan-bahan lokal. Model 
2 digambarkan toilet dari tumpukan bata 
berlapis, bagian tengah sudah di semen, 
dan bagian atas semi-permanen. Model 3 
merupakan toilet yang sudah memiliki septic 
tank dengan water-sealed pan dan struktur 
bangunan yang permanen.

Kemiskinan, cakupan dan biaya 
pembangunan toilet
Di wilayah TTU, ditemukan ada hubungan 
antara tingkat kemiskinan dan lokasi 
kecamatan dengan proporsi rumah tangga 
dengan kepemilikian toilet yang dapat 
digunakan jangka panjang (Model 2 dan 3), 
dimana kecamatan dengan tingkat kemiskinan 
yang tinggi cakupan kepemilikan toilet yang 
dapat digunakan jangka panjang relatif lebih 
rendah. Kondisi ini berkebalikan dengan yang 
terjadi di MT, yakni tidak ditemukan adanya 
hubungan antara kemiskinan dan kepemilikan 
toilet yang dapat digunakan jangka panjang 
meskipun cakupan toilet sehat di seluruh 
kabupaten sangat rendah (5-13%).

Pendapatan perkapita di TTU sebesar Rp 2,24 
juta pada tahun 2013 (BPS, 2015). Di wilayah 
TTU, biaya untuk pembuatan toilet model 
3 berkisar antara Rp 3.854.000 di Noemuti 
Timur sampai Rp 5.009.000 di Miomafo 
Tengah.  Tiga kecamatan dengan tingkat 
kemiskinan tertinggi di TTU (Miomafo Tengah, 
Bikomi Nilulat dan Musi) juga menunjukkan 
biaya tertinggi untuk membangun toilet Model 
3 dibandingkan dengan lokasi lainnya.

Pendapatan perkapita di MT hanya sebesar 
Rp 1,61 juta pada tahun 2013 (BPS, 2015). 
Pendapatan di MT jauh lebih rendah 
dibandingkan rata-rata pendapatan di 22 
kabupaten lainnya yang mencapai Rp 2,64 
juta dan termasuk tiga terendah untuk 
pendapatan perkapita di provinsi NTT. Akan 
tetapi, MT menunjukkan biaya relatif tinggi 
untuk membangun toilet Model 3, dengan 
bahan biaya mulai dari Rp 5.694.000 di Borong 

GAMBER 2 Tiga model toilet, yang terdiri dari bawah, tengah dan bagian atas

sampai Rp 10.517.000 di Poco Ranaka Timur 
(185% biaya di Borong). Di Sambi Rampas, 
kecamatan dengan tingkat kemiskinan 
tertinggi di wilayah MT, biaya yang dikeluarkan 
juga tinggi,  yakni sebesar Rp 7.719.000 (136% 
biaya di Borong).
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Biaya Komponen Utama dalam 
membangun toilet

Di TTU, biaya rata-rata komponen utama 
untuk setiap model toilet (lihat Gambar 3): (i) 
Model 1: bambu (9%), kayu (71%); (ii) Model 
2: semen (28%), pasir (16%), kayu (21%), batu 
(9.3%); dan (iii) Model 3: semen (26%), pasir 
(15%), bata (12%), besi tulangan (10%). Di 
MT, biaya rata-rata komponen utama untuk 
setiap model toilet: (i) Model 1: bambu (44%), 
kayu (29%); (ii) Model 2: pasir (22%), semen 
(18%), Kayu (14%) dan batako (12%); (iii) 

Model 3: Pasir (26%), semen (21%), batako 
(16%) dan batu (10%). Di desa tertertu baik 
di TTU maupun MT jika ada bahan tertentu 
yang mahal (misalnya pasir) maka akan 
meningkatkan proporsi biaya yang lebih tinggi 
dari keseluruhan biaya pembuatan toilet.

Biaya dudukan toilet relatif sangat rendah 
dibandingkan biaya keseluruhan pembuatan 
toilet. Di TTU, biaya sebesar 3,6% dari total 
biaya material, sementara di MT sebesar 2% 
dari total biaya material (lihat gambar 4).

GAMBAR 3 Biaya material pembuatan toilet di TTU GAMBAR 4 Perbandingan antara biaya dudukan toilet 
dengan biaya material secara keseluruhan untuk  
Model 3 di TTU

9% 44%

28% 22%
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setiap model toilet di TTU

Komponen biaya utama untuk 
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Pendapatan perkapita di 
TTU sebesar pada tahun 
2013 (USD 157) (BPS, 2015)
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sebesar pada tahun 2013  
(USD 113) (BPS, 2015)
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GAMBAR 5 ABiaya rata-rata struktur bagian bawah, bagian tengah dan 
bagian atas dari tiga model toilet di TTU.

Figure 6 CPerbandingan biaya tenaga 
kerja dan biaya material di TTU

Biaya signifikan terkait dengan struktur bagian 
atas toilet, khususnya untuk Model 2 dan 
lebih-lebih untuk Model 3 (lihat Gambar 5). 
Biaya yang tinggi dari struktur bagian atas 
toilet juga ditemukan di negara-negara lain, 
dan menunjukkan peluang mengembangkan 
struktur yang lebih ringan, tahan lama dan bisa 
dipindah-pindahkan sebagai pengganti desain 
yang sekarang.

Biaya tenaga kerja memiliki hubungan yang 
signifikan dengan biaya material, bail di 
TTU maupun di MT (gambar 5). Di TTU, 

biaya tenaga kerja sebesar 39% (model 1), 
34% (model2), dan 28% (model 3) dari total 
biaya (lihat gambar 6). Biaya tenaga kerja 
ini bervariasi  di masing-masing daerah di 
TTU yakni berkisar antara dari Rp 1.470.000 
sampai Rp 2.000.000. Sementara di MT, biaya 
tenaga dibandingkan biaya total sebesar 
29% (model 1), 24% (model 2) dan 27% 
(model 3). Sedangkan besaran biaya tenaga 
kerja bervariasi dari Rp 1.418.000 sampai Rp 
4.583.000.
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Biaya rata-rata di setiap kabupaten
Biaya rata-rata semua bahan material 
tanpa biaya tenaga kerja toilet di TTU, 
model 1 sebesar Rp 697.000, model 2 
sebesar Rp2.234.000 dan Model 3 sebesar 
Rp 4.371.000. Jika biaya tenaga kerja 
diperhitungkan, biaya naik menjadi Rp 
1.148.507 (Model 1), Rp 3.358.713 (Model 2) dan 
Rp 6.077.367 (Model 3). Sementara biaya di 
MT untuk model 1 sebesar Rp 1,6 juta, untuk 
model 2 sebesar Rp 5,8 juta, dan Model 3 
sebesar Rp 7,6 juta. Jika biaya tenaga kerja 
diperhitungkan, kenaikan ini menjadi Rp 2,1 
juta (Model 1), Rp 7,6 Juta (Model 2) dan Rp 
10,5 juta (Model 3).

Perbedaan biaya di lokasi  
yang berbeda
Perbedaan biaya disebabkan biaya 
transportasi dan rantai pasokan yang 
mempengaruhi bahan seperti semen, besi 
tulangan, pipa, dan seng. Perbedaan biaya 
ini juga disebabkan adanya perbedaan 
dalam akses dan harga dari sumber material 
lokal seperti pasir, batu bata, kerikil, batako. 
Bahkan perbedaan dapat menjadi lebih besar 
jika ada tambahan biaya transportasi untuk 
material eksternal lainnya. Misalnya di TTU, 
biaya semen untuk semua tipe mencapai Rp 
340.000 sementara biaya untuk pasir bisa 
mencapai Rp 660.000. 

Di TTU, lokasi yang memiliki biaya tertinggi 
untuk pembuatan toilet model 3 berada di 
wilayah Miomafo tengah, yakni mencapai 
Rp 5.009.000. Hal ini disebabkan tingginya 
harga untuk material seperti pasir, kerikil, 
dan batubara. Dari tiga desa per kecamatan 
yang disurvei, ditemukan adanya perbedaan 
harga. Misalnya di Kecamatan Noemuti, biaya 

model 1. Biaya relatif tertinggi ditemukan di 
daerah Poco Ranaka Timur, dimana model 
3 mencapai perbedaan 185% dibandingkan 
harga di ibukota kecamatan, Borong (gambar 
8). Penyebabnya justru disebabkan tingginya 
harga bahan lokal (pasir, kerikil, batu, dan 
batako) bukan terkait dengan rantai pasokan 
yang berasal dari eksternal (seperti semen). 
Sedangkan wilayah Elar Selatan memiliki 
biaya transportasi tinggi yang bersumber dari 
rantai pasokan (pasokan semen) melalui rantai 

Gambar 7 Biaya material toilet model 3 di kecamatan TTU Gambar 8 Biaya material toilet model 3  
di kecamatan MT

untuk membangun toilet termasuk tenaga 
kerja di desa Fatumuti (desa yang dekat jalan 
utama dan dekat dengan ibukota Kabupaten 
Kefamenanu) sebesar Rp 5.147.000, sementara 
di Desa Popnam mencapai Rp 5.525.000 , 
karena biaya transportasi dan biaya material 
lebih mahal (gambar 7).

Wilayah MT, biaya terendah berada di 
kabupaten Borong. Perbedaan biaya rata-rata 
di ibukota kecamatan mencapai 134% untuk 
model 3, 130% untuk model 2 dan 123% untuk 

toko material. Biaya transportasi dari Borong 
ke desa Elar Selatan mencapai Rp 950.000 
artinya biaya transportasi ini mencakup 
16% biaya untuk membangun toilet model 3. 
Sementara biaya untuk pasir, kerikil, dan batu 
di wilayah Elar Selatan relatif lebih rendah. 
Jika dibandingkan dengan wilayah Borong, 
total biaya pembuatan toilet di kecamatan ini 
sebesar 139% dari wilayah Borong.

Perbedaan biaya 
ini juga disebabkan 
adanya perbedaan 
dalam akses dan 
harga dari sumber 
material lokal.
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Rantai pasokan untuk material 
yang berasal dari luar
Dua rantai pasokan utama diteliti, yaitu semen 
dan dudukan toilet. Seng dan besi tulangan juga 
diperoleh melalui rantai pasokan yang sama.

Semen: Di wilayah TTU, semen didatangkan 
dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi ke 
Kupang (produsen lokal) yang kemudian 
akan dijual kembali ke masing-masing 
distributor dengan margin keuntungan 
5-10%. Keuntungan untuk retailer di lingkup 
kabupaten dan kecamatan masing-masing 
berkisar antara 3-5% dan 2-4% (ditolerir karena 

GAMBAR 9 Harga semen di TTU GAMBAR 10 Harga semen di MT

tingginya omzet produk). Meskipun margin 
relatif rendah, peluang untuk mengembangkan 
skala ekonomi pada harga semen akan mampu 
menekan biaya yang dikeluarkan untuk 
pembuatan toilet. Toko terakhir dari suplier 
di kecamatan ke masing-masing desa sendiri 
tergantung kondisi jarak dan jalan. Sebagai 
contoh, wilayah di Biboki Anleu, wilayah bagian 
utara di TTU, harga semen di desa mencapai 
RP 57.000/sak, jika dibandingkan dengan 
harga di ibukota kabupaten Kefamenanu, 
harga semen mencapai Rp 49.500/sak atau 
ada perbedaan harga 15%. Penjelasan harga 
semen di TTU ditunjukkan pada gambar 9.

Sementara di Wilayah MT atau di pulau Flores 
tidak ditemukan produsen lokal untuk semen. 
Semen berasal dari Surabaya, Makasar atau 
Kupang. Harga semen yang dijual di Borong 
mencapai harga Rp 50.000/sak. Di wilayah 
MT, perbedaan kenaikan harga semen dari 
toko sampai ke pembeli berkisar antara Rp 
2500/sak sampai Rp 10.000/sak, bahkan 
berdasarkan desa terjauh yang di survei 
tambahan biaya mencapai lebih dari Rp 
15.000/sak (30% lebih tinggi dibandingkan di 
wilayah Borong) (Lihat gambar 10)

Toko material di Kefamenanu, TTU

Semen yang diangkut oleh truk

Transportasi semen dari pabrik di Kupang
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GAMBAR 11 Rantai pasokan dudukan toilet di MT

Dudukan toilet: Dudukan toilet sebagian 
besar diproduksi di pulau Jawa, diangkut 
dan distribusikan melalui Surabaya. Produksi 
dudukan toilet di TTU berkembang dengan 
dukungan dari Lembaga Plan Indonesia 
(dudukan toilet dijual dengan harga Rp 
50.000). Merek toilet lebih murah yang dijual 
distributor di Surabaya dengan harga Rp 
80.000 per unit. Kemudian, dengan menaikkan 
harga Rp 5.000 per unit, dudukan toilet 
ini akan diangkut ke Kupang atau melalui 
Kefamenanu. Setelah sampai di Kefamenanu, 

harga jual mencapai Rp 130.000, margin 
keuntungan berkisar antara 10-23%. Toko-
toko material di kecamatan cenderung 
lebih memilih membeli barang dari Kupang 
daripada di Kefamenanu untuk meningkatkan 
profit. Perbedaan harga akhir dudukan toilet 
berkisar antara Rp 125.000 hingga Rp 300.000 
tergantung lokasi desa.

Sementara untuk wilayah MT, dudukan 
toilet didatangkan dari Surabaya melalui 
transportasi darat antar pulau dan jalur laut. 

Kemudian, toko material akan mengambil 
barang di pelabuhan Reo, pelabuhan yang 
dekat dengan wilayah utara (Lihat gambar 11). 
Dudukan toilet dibeli dari Surabaya dengan 
harga Rp 115.000 dan harga jual di Borong 
sebesar Rp 160.000 atau 1,39 lebih tinggi 
dibandingkan harga beli dari Surabaya.Jika 
harga toilet duduk di Borong dibandingkan 
dengan harga jual semen, harga dudukan toilet 
1,16 lebih tinggi dari harga semen. Adanya 
biaya tambahan transportasi sebesar Rp 
10.000 tergantung jarak desa.

Material Lokal
Perbedaan paling banyak ditemukan di harga 
material lokal, mengingat bahan material 
ini adalah biaya komponen utama ketika 
membangun toilet. Adanya perbedaan 
variasi harga ini juga mempengaruhi total 
harga pembuatan toilet. Untuk wilayah TTU, 
perbedaan harga material lokal sebagai 
berikut: pasir berkisar antara Rp 40.000-
200.000/m3, batu bata mulai harga Rp 
450.000-900.000/m3, dan batako berkisar dari 
harga Rp 375.000-750.000/m3, batu dengan 
harga Rp 50.000-150.000/m3, kerikil dengan 
kisaran harga Rp 50.000-250.000/m3. Bambu 
dapat bervariasi sampai 25 lipatan sementara 
kayu  dengan 5 lipatan.

Daerah MT, variasi serupa ditemukan, yakni 
pasir berkisar antara Rp 100.000-300.000/
m3, kerikil berkisar dari Rp 70.000-400.000/
m3 dan batu dengan variasi harga dari Rp 
100.000-300.000/m3. Untuk bambu dapat 
mencapai 7 lipatan, sementara kayu bisa 
mencapai 3 lipatan. Di wilayah MT, pemerintah 
kabupaten menghilangkan biaya angkut untuk 
pasir, kerikil, dan batu.

IDR40,000-200,000

IDR100,000-300,000

IDR450,000-900,000

IDR70,000-400,000

IDR375,000-750,000

IDR100,000-300,000
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IDR50,000-250,000

25-fold

7-fold

5-fold

3-fold

Variasi biaya bahan yang diproduksi secara lokal:

Variasi biaya bahan yang diproduksi secara lokal:

PASIR/m3

PASIR/m3

BATU BATA/m3

kerikil/m3

BATA BETON/m3

BATU/m3

BATU/m3

kerikil/m3

BAMBU

BAMBU

KAYU

KAYU

TTU

TTU

(USD 2.8–14)

(USD 31–63)

(USD 26–52)
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(USD 3.5–17.5)

(USD 7–21)

(USD 5–28)

(USD 7–21)
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Biaya transportasi dan bisnis 
transportasi
Transportasi material untuk  pembuatan 
toilet ke desa-desa: Di TTU ketika rumah 
tangga membangun toilet, pada umumnya 
mengangkut sendiri material dari toko ke 
rumah. Hanya 4% dari rumah tangga yang 
melaporkan bahwa material diantarkan oleh 
toko ke rumah mereka. Mayoritas rumah 
tangga (78%) mengeluarkan biaya  mulai dari 
Rp 10.000 sampai Rp 70.000 untuk pergi dan 
membeli material. Transportasi yang paling 
umum digunakan untuk mengangkut material 
ke desa adalah pick-up (60% kasus), diikuti 
oleh truk (27%). Kondisi sekitar setengah dari 
desa-desa yang disurvei dilaporkan buruk 
dan sangat buruk. Lokasi desa yang disurvei 
mencapai  35 mil perjalanan dari ibukota 
kecamatan (misalnya Maurisu Selatan di 
Bikomi Selatan), dan jarak rata-rata 8 km dari 
ibukota kecamatan. Biaya transportasi dengan 
pick-up dari toko-toko bahan bangunan di 
kecamatan ke lokasi desa umumnya antara 
Rp 100.000 dan Rp 300.000 di TTU, dan Rp 
350.000 untuk Maurisu Selatan. Dalam kasus 
terakhir, biaya transportasi adalah 9% dari 
total biaya material di lokasi tersebut.

Dari semua rumah tangga yang diwawancarai 
di MT, lebih dari setengah (57%) harus 
mengeluarkan biaya transportasi. Hampir 
setengah (48%) dari bahan yang dibeli 
harus diangkut dengan menggunakan truk 
dan 19% menggunakan pick-up. Selain 
itu, sebagian besar (89%) dari responden 
mengatakan bahwa mereka harus 
menggunakan transportasi mereka sendiri 
untuk mengangkut material ke desa mereka. 
Di MT transportasi termurah dari toko bahan 

bangunan di kecamatan yang disurvei adalah 
Rp 173.000 (Poco Ranaka) dan tertinggi adalah 
Rp 753.000 (Elar Selatan). Biaya transportasi 
yang sangat tinggi di Elar Selatan disebbakan 
karena faktor geografis, yaitu dibutuhkan 
9 jam perjalanan atau lebih dari ibukota 
kecamatan Elar Selatan ke Borong.

Sektor transportasi. Dalam sektor 
transportasi di TTU, terjadi persaingan yang 
tinggi  di tingkat provinsi dan kabupaten, 
sehingga harga yang lebih rendah dapat 
dipertahankan. Namun, di tingkat kecamatan 
terdapat monopoli. Bisnis transportasi dikenal 
paling menguntungkan. Dilaporkan oleh 
pemilik truk di Kefamenanu bahwa bisnis 
transportasi lebih menguntungkan (10% profit) 
dari pada  memiliki toko (1-2% profit). Salah 
seorang sopir mengatakan bahwa ia bisa 
memperoleh pendapatan dua kali lipat dari  
pekerjaan alternatifnya--menyewakan meja 
dan kursi. 

Bisnis transportasi di MT sangat kompetitif 
dengan sekitar 30-50 penyedia transportasi, 
berkat tersedianya mobil yang baru dan lebih 
murah. Dalam kabupaten dan kecamatan, 
umumnya otocalls atau truk dimiliki oleh  
individu yang hanya melayani sebagian kecil 
dari pasar (1-2 rute). Tidak ada perusahaan 
transportasi yang memiliki beberapa unit 
transportasi  yang melayani beberapa rute. 
Oleh karena itu, untuk rute tertentu tidak ada 
variasi harga. Harga tidak berubah secara 
signifikan dalam 5 tahun terakhir, bahkan 
ketika harga BBM naik pada tahun 2010. 
Akibatnya, beberapa pemilik transportasi 
mengatakan bahwa mereka memutuskan 
untuk berhenti dari  bisnis jasa transportasi.

Toko Material
Toko material merupakan pemain penting 
dalam rantai nilai, oleh karena itu memahami 
bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana 
mereka dapat memberikan diskon atau 

kredit kepada pelanggan adalah penting 
dalam mempertimbangkan bagaimana 
meningkatkan keterjangkauan produk 
sanitasi di daerah pedesaan. 

Toko  Material di TTU
Ukuran, 
pendapatan dan 
status hukum 
formal

Toko-toko di ibu kota kabupaten dan kecamatan semua terdaftar, dengan 
pendapatan antara Rp 10 juta hingga Rp 50 juta / bulan, dan memiliki 1-4 karyawan 
(di kecamatan) ke 5-17 karyawan (di ibukota kabupaten)..

Kredit dan diskon 
bagi pelanggan

Baik di kabupaten dan kecamatan TTU, ditemukan bahwa untuk pelanggan 
yang sudah dipercaya akan diizinkan untuk menunda pembayaran mereka untuk 
waktu yang singkat (misalnya 2-4 minggu) untuk beberapa proporsi pembayaran 
(misalnya 20%) sampai beberapa juta rupiah. Diskon ditawarkan kepada pelanggan 
yang membeli dalam jumlah besar, meskipun jumlah yang disyaratkan bervariasi--
satu toko menyaratkan 50 sak semen, sementara yang lain menyaratkan 100-200 
sak semen.

Pemasok Toko-toko di kabupaten umumnya memilih pemasok di Surabaya daripada Kupang 
untuk mengurangi biaya mereka. Toko-toko di kecamatan memilih pemasok 
berdasarkan hubungan informal dan kemitraan.

Persaingan Ada persaingan yang signifikan di ibukota kabupaten. Akan tetapi persaingan jauh 
lebih sedikit di wilayah kecamatan,  yang umumnya memiliki monopoli untuk wilayah 
geografis mereka. Toko-toko di kecamatan menghadapi tantangan dalam bersaing 
dengan toko-toko di kabupaten. Toko-toko di kabupaten  (di Kefamenanu dan 
Atambua) mampu memberikan harga yang lebih murah yang menarik bagi pelanggan.

Transportasi Toko-toko di kabupaten semuanya memiliki kendaraan sendiri (sekitar 1-3 truk 
besar dan 2-3 truk yang lebih keci) untuk pengiriman sendiri (tidak disewakan untuk 
keperluan lain). Di kecamatan, toko-toko biasanya juga memimiliki 2-3 truk. Untuk 
beberapa toko di kecamatan biaya transportasi termasuk dalam akuntansi bisnis 
secara keseluruhan, biaya transportasi sudah termasuk dalam harga bahan. Dalam 
kasus lain, transportasi diperlakukan sebagai entitas bisnis yang terpisah dari toko, 
dan truk disewakan. Toko melaporkan bahwa kendaraan umumnya pulang dengan 
bak kosong setelah melakukan pengiriman. Lamanya perjalanan  tergantung pada 
cuaca dan lokasi.

Partisipasi dalam 
kemitraan

Toko-toko pernah memiliki pengalaman kontrak untuk penyediaan bahan-bahan 
konstruksi untuk bangunan. Akan tetapi tidak satu pun dari toko-toko memiliki 
pengalaman kemitraan dengan tukang batu atau pengusaha sanitasi.
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Toko Material di MT
Ukuran, 
pendapatan dan 
status hukum 
formal

Semua toko secara resmi terdaftar, dan memiliki pendapatan 
kotor dari Rp 10 juta hingga lebih dari Rp 150 juta per bulan, 
serta memiliki 2-11 karyawan penuh-waktu.

Kredit dan diskon 
bagi pelanggan

Toko-toko pada umumnya enggan memberikan kredit kepada 
pelanggan, kecuali pelanggan setia atau yang memiliki 
hubungan dekat. Beberapa toko memberikan diskon 5-10% 
untuk pembelian grosir (dengan nilai lebih dari Rp 10 juta).

Pemasok Tidak ada metode yang menonjol dalam memilih pemasok, 
misalnya bisa saja karena perbedaan harga atau adanya kontak 
dengan agen penjual.

Persaingan Jumlah toko material sekitar 6-7, sebagian besar terletak di 
Borong, ibu kota kabupaten. Terjadi persaingan dalam tingkat 
harga dan penyediaan layanan (misalnya mobil angkutan untuk 
mengantar material).

Transportasi Semua toko memiliki setidaknya 1 pickup dengan kapasitas  
1-1,5 ton (satu toko memiliki sebuah truk dengan kapasitas 3m3). 
Pickup yang mengantarkan barang ke pelanggan biasanya 
kembali dengan bak kosong.

Partisipasi dalam 
kemitraan

Tidak ada bukti adanya kemitraan antara toko material dengan 
perusahaan lain / tukang batu.

Akses kredit untuk usaha
Di TTU dan MT terdapat akses untuk 
melakukan pinjaman ke Bank BRI  dengan 
tingkat bungan pengembalian 1-1,25%. Selain 
itu juga terdapat akses peminjaman ke 
koperasi dengan tingkat bunga yang lebih 
tinggi (2,1% ) tetapi dengan jangka waktu 
yang lebih lama. Di TTU, DSMET sedang 
mengusahakan agar akses kredit lebih mudah, 
yaitu  dengan jaminan yang lebih ringan. 
Selain itu, DSMET juga  menawarkan pinjaman 
murah (0,7% bulan) melalui LPDB (Lembaga 
Pengelola Dana Bergulir)--sebuah organisasi 
penyedia kredit.

Lingkungan pemerintah dan 
kebijakan
Peran pemerintah terutama berkaitan dengan 
promosi sanitasi yang sehat, yang berada 
di bawah naungan Departemen Kesehatan. 
Pemerintah kabupaten saat ini tidak berperan 
langsung terhadap rantai pasokan (supply 
chain) bahan sanitasi. Di satu sisi, hal ini 
dapat dimengerti karena rantai pasokan 
bahan sanitasi adalah  berbasis pasar (market 
based). Namun, dukungan dari pemerintah 
dapat membantu mengoptimalkan rantai 
pasokan, mendukung pengusaha sanitasi, dan 
mengurangi biaya bagi masyarakat miskin.

Di TTU perhatian terhadap sanitasi 
telah diberikan selama beberapa tahun 
terakhir, terutama melalui dukungan dari 
Plan Indonesia bekerja sama dengan staf 
Departemen Kesehatan di tingkat kabupaten 
dan kecamatan. Terdapat keterbatasan 
koordinasi antar departemen dalam 
mendukung rantai pasokan. Dukungan 
dari belanja ad hoc (ad hoc spending) dari 
anggaran pemerintah cenderung berupa 

material untuk pembuatan toilet daripada 
dukungan sistematis terhadap rantai pasokan. 
Dukungan ad hoc dalam bentuk material 
pembuatan toilet bagi sejumlah kecil rumah 
tangga dapat mengurangi permintaan dan 
kelangsungan hidup rantai pasokan, sehingga 
harus diperhatikan. Bantuan material dapat 
mengurangi permintaan karena rumah tangga 
cenderung  akan ‘menunggu’ sampai mereka 
disediakan. Selain itu dapat mengurangi 
kelangsungan hidup rantai pasokan jika 
pembelian material difokuskan pada 
tingkat kabupaten dan tanpa melalui toko 
di kecamatan. Perubahan terbaru tentang 
definisi toilet yang sehat mempengaruhi 
pemantauan toilet dan dapat berfungsi dalam 
meningkatkan fokus pada pembangunan 
toilet yang tahan lama daripada toilet yang 
hanya berbentuk lubang. Terakhir, pengusaha 
sanitasi belum menerima dukungan dari 
DSMET. Walaupun demikian, dukungan 
tersebut dapat diberikan di waktu mendatang  
untuk mengembangkan usaha mereka.

Di MT, sanitasi sebelumnya tidak menjadi 
prioritas sampai ketika Plan Indonesia 
memberikan dukungan pelaksanaan 
STBM. Departemen industri, perdagangan, 
koperasi, dan UKM (Disperindagkop & 
UKM) telah mengalokasikan dana untuk 
pelatihan pengusaha sanitasi dalam proposal 
rencana anggaran 5 tahunan mereka--yang 
membutuhkan persetujuan legislatif. Pelatihan 
ini menargetkan 30 peserta per tahun selama 
3 tahun (2015-2018). Besarnya anggaran 
tersebut adalah Rp 250 juta (2015), Rp 260 
juta (2016), Rp 265 juta (2017), dan Rp 270 
juta (2018). Plan Indonesia dan Departemen 
industri, perdagangan, koperasi Kecamatan, 
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Ditemukan bukti bahwa di daerah 
dengan kemiskinan yang tinggi, 

biaya untuk toilet yang dapat digunakan 
dalam jangka panjang juga tinggi. Misalnya, 
tiga kecamatan di TTU dengan kemiskinan 
tertinggi juga memiliki biaya tertinggi. 
Kecamatan di MT dengan tingkat kemiskinan 
tertinggi memiliki biaya toilet sebesar 139% 
dibandingkan dengan biaya di ibukota 
Kabupaten Borong. Oleh karena itu lokasi 
dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan 
biaya toilet yang tinggi perlu diperhatikan. 
Biaya transportasi sangat bervariasi 
tergantung pada lokasi. Ditemukan monopoli 
di sektor transportasi, di mana hanya ada satu 
penyedia layanan transportasi, sehingga dapat 
menetapkan harga tanpa kompetisi. Terdapat 
kemungkinan untuk mengurangi biaya 
transportasi melalui pengembangan model 
bisnis yang meliputi transportasi. Penelitian 

dan UKM di kabupaten telah melakukan 
advokasi dengan legislatif dengan harapan 
agar rencana anggaran untuk kegiatan 
pemasaran sanitasi dapat disetujui.

Strategi untuk meningkatkan 
keterjangkauan toilet di NTT
Untuk meningkatkan ketersediaan dan 
keterjangkauan produk dan layanan untuk 
membangun toilet, terutama di daerah 
dengan tingkat kemiskinan yang lebih 
tinggi, ada berbagai tindakan yang dapat 
dipertimbangkan. Beberapa poin penting 
mengenai dari temuan penelitian ini 
menginformasikan pengembangan strategi 
tersebut adalah sebagai berikut.

Biaya pembuatan toilet terdiri dari biaya 
material dari luar daerah (tergantung 

kenaikan biaya di sepanjang rantai pasokan 
dan biaya transportasi) dan material lokal 
(tergantung variasi lokal). Dalam kasus 
material dari luar daerah (semen, dudukan 
toilet, baja dan seng), ada sedikit peluang 
untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Biaya 
semen mencakup 21-28% dari biaya toilet 
yang dapat digunakan dalam jangka panjang. 
Rantai pasokan semen dapat memberikan 
sedikit margin keuntungan bagi pelaku-pelaku 
dalam rantai pasokan tersebut. Meskipun 
biaya dudukan toilet  dapat dikurangi (melalui 
produksi lokal di TTU), biaya dudukan toilet 
hanya meliputi proporsi yang sangat kecil dari 
biaya keseluruhan toilet. Dalam kasus material 
dari lokal daerah (pasir, kerikil, batu, batu bata 
dll), ditemukan bahwa terdapat variasi harga 
yang signifikan. Variasi tersebut bisa lebih 
besar daripada variasi harga dari material yang 
berasal dari luar daerah, terutama di TTU.

ini tidak secara khusus menyelidiki daerah 
yang tidak memilliki akses jalan. Akan tetapi, 
data global menunjukkan cakupan sanitasi 
daerah tersebut biasanya rendah (misalnya 
di Laos, akses terhadap sanitasi di pedesaan 
yang tidak memiliki akses jalan adalah 23%, 
sedangkan di pedesaan dengan akses jalan 
adalah 51% ) (JMP, 2012).

Produk sanitasi untuk rumah tangga 
tidak tersedia dalam satu paket. Hampir 

tidak ada penjualan toilet dalam satu paket 
(dengan atau tanpa instalasi) baik TTU atau 
MT. Selain itu, tenaga kerja menjadi komponen 
biaya yang signifikan baik di TTU maupun di 
MT. Hal tersebut memberikan kemungkinan 
untuk subsidi dan pengurangan biaya tersebut. 
Secara keseluruhan, biaya bagian atas toilet 
menjadi komponen yang signifikan. Hal ini 
menunjukkan adanya peluang yang besar untuk 
mengurangi biaya dan penggunaan bahan.

1

2

3

Ditemukan bukti 
bahwa di daerah 
dengan kemiskinan 
yang tinggi, biaya 
untuk toilet yang 
dapat digunakan 
dalam jangka panjang 
juga tinggi.

…biaya bagian 
atas toilet menjadi 
komponen yang 
signifikan. Hal  
ini menunjukkan 
adanya peluang 
yang besar untuk 
mengurangi biaya dan 
penggunaan bahan.

Produksi bata beton lokalDasar sungai yang bersumber pasir
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Berdasarkan hasil temuan pokok, strategi 
berikut dapat dipertimbangkan oleh instansi 
pemerintah dan agen pembangunan lain 
untuk meningkatkan keterjangkauan dan 
aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap 
produk dan layanan sanitasi.

Mencari peluang untuk mengurangi biaya 
material dari lokal daerah: Penyelidikan 
lebih lanjut terhadap biaya material dari lokal 
daerah dan alasan adanya variasi yang besar 
dari biaya tersebut dapat mengungkapkan 
strategi untuk mengurangi biaya. Paling tidak, 
jika material dibeli secara kolektif, paling tidak 
biaya material (dan biaya transportasi terkait) 
ada kemungkinan dapat dikurangi. 

Mendukung pengembangan desain lebih 
lanjut dari struktur atas toilet: Mengingat 
besarnya biaya untuk  pembuatan struktur 
atas toilet, maka dibutuhkan alternatif desain 
yang lain untuk mengurangi biaya tersebut. 
Dalam hal penyediaan jamban yang higienis, 
struktur bangunan tidak harus terbuat dari 
bahan berat seperti batu bata, besi dan 
besi tulangan.  Namun di Indonesia dan 
tempat lain dapat dipahami bahwa struktur 
bangunan toilet memang penting dari 
perspektif konsumen.  Idealnya, struktur yang 
menggunakan bahan ringan yang tahan lama 
dan diproduksi lokal akan terus menerus 
menjadi pilihan.

Mendukung pengusaha sanitasi untuk 
memikirkan kembali model bisnis mereka: 
Diperlukan adanya perubahan fokus bisnis 
ke  bagian yang lain, selain dudukan toilet.  
Dudukan toilet hanya mencakup sebagian 
kecil dari biaya pembuatan toilet secara 

keseluruhan.  Secara khusus, model bisnis 
baru yang menggabungkan unsur-unsur 
berikut harus dipertimbangkan:
• 	 fokus pada ‘paket’ untuk konsumen, 

menyediakan berbagai material yang 
diperlukan dalam satu paket. Termasuk 
menyediakan berbagai paket dengan harga 
dan kualitas yang berbeda, baik dengan atau 
tanpa instalasi

• 	 integrasi transportasi dalam bisnis 
(mengingat adanya monopoli dalam bisnis 
transportasi di kecamatan TTU dan seluruh 
MT yang meningkatkan biaya transportasi)

• 	mengembangkan ‘kemitraan’ dengan 
pemasok material dan penjual material lokal 
untuk mengurangi biaya bagi pengusaha 
dan meningkatkan pembelian grosir ke 
pemasok.

Akses keuangan bagi pelanggan: Pendekatan 
untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga, 
termasuk perputaran uang dan kredit dari 
pengusaha sanitasi harus dipertimbangkan

Asosiasi pengusaha sanitasi: Nilai dari 
organisasi kolektif bagi pengusaha sanitasi telah 
ditetapkan melalui studi lain (Murta et al, 2015). 
Hal ini menujukkan adanya kesempatan di TTU 
dan potensial di MT untuk mengembangkan 
model bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya 
atau model bisnis alternatif lain.  Dukungan 
dana dapat diminta melalui DSMET, dan 
dapat difokuskan untuk pengembangan 
dan implementasi model bisnis baru di atas. 
Sebuah asosiasi juga dapat mendukung dalam 
meningkatkan keterampilan dan skala ekonomis 
(economies of scale) dari pengusaha. 

Mengorganisir masyarakat untuk pembelian 
kolektif: Masyarakat dapat didorong dan 
didukung untuk membeli material secara 
kolektif untuk mengurangi biaya.  Tokoh 
masyarakat dan staf pemerintah dapat 
menyosialisasikan pendekatan ini dan 
memberikan insentif (misalnya, dukungan 
finansial dalam dengan jangka waktu tertentu) 
untuk pengembangan momentum dan tindakan.

Subsidi pintar (Smart targeted subsidies): 
Mengingat masyarakat miskin yang perlu 
bantuan dalam penyediaan toilet, hal yang 
dipertimbangan adalah bagaimana mengatasi 
masalah keterjangkauan tanpa merugikan 
pelaku sektor swasta (pengusaha sanitasi dan 
bahan toko pasokan). Caranya adalah dengan 
memberikan subsidi non-target (non-targeted 
subsidies). Di banyak negara, pengembangan 
subsidi pintar telah dibahas (dan dalam 
beberapa kasus diujicobakan). Berbagai jenis 
subsidi dijelaskan dalam literatur, dengan 
berbagai kelebihan dan kekurangan. Desain 
dari subsidi pintar mempertimbangkan isu-isu 
lokal dalam pemilihan subsidi. Selain itu juga 
didesain strategi mitigasi untuk kerugian-
kerugian yang mungkin timbul. Beberapa 
subsidi yang melibatkan kemitraan atau kontrak 
dengan toko pemasok membutuhkan beberapa 
pengembangan. Hal tersebut dibutuhkan untuk 
memastikan adanya kesetaraan partisipasi 
antar pelaku dalam rantai pasokan, serta 
transparansi dan tegaknya kesepakatan  dalam 
kemitraan.  Di beberapa negara lain, metode 
untuk mengakreditasi pemasok tertentu telah 
diadopsi, yaitu persetujuaan pemasok terhadap 
kualitas produk, tanggungan pengiriman 

massal, serta jaminan harga dan garansi untuk 
rumah tangga yang memenuhi syarat.

Mengingat biaya tenaga kerja tinggi untuk 
membangun toilet di TTU dan MT,  maka 
salah satu target subsidi yang potensial 
adalah komponen biaya tenaga kerja. Subsidi 
tersebut dari berasal pemerintah, tetapi 
dilaksanakan oleh organisasi lain (organisasi 
non pemerintah) dalam berbagai model. 
Misalnya, mempekerjakan tukang batu untuk 
membangun toilet yang dibayar dengan 
subsidi dan patungan rumah tangga miskin, 
atau memberikan voucher ke rumah tangga 
miskin untuk membantu pembayaran biaya 
tenaga kerja. Salah satu keuntungan subsidi 
pada biaya tenaga kerja adalah adanya 
kemungkinan pengawasan terhadap kualitas 
konstruksi toilet, di mana pembayaran hanya 
dilakukan jika kualitas konstruksi yang 
dibangun (termasuk bagian konstruksi bawah 
toilet, yang paling penting untuk melindungi 
kesehatan lingkungan) .

— 
Ringkasan laporan ini bersumber dari laporan 
penelitian yang disusun oleh: Willetts, J., Susamto, 
A.A., Sanjaya, M.R., Murta, J. and Carrard, N. (2015) 
Sanitation value-chain in Nusa Tenggara Timur 
Indonesia, Enterprise in WASH – Research Report 1, 
Institute for Sustainable Futures,  
University of Technology Sydney 
—
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‘Enterprise in WASH’ proyek penelitian gabungan antara the Institute for Sustainable Futures 
(ISF) University of Technology Sydney, yang menggali peran perusahaan swasta dan sosial dalam 
penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH) untuk masyarakat kurang mampu. 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat publikasi WASH di link www.enterpriseinwash.info 
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